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ABSTRAK 

IMPELEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 

2018 DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS 

PELAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN 

SERDANG BEDAGAI 

 

MAULINA SARTIKA 

1603100003 

  Sistem pemerintahan berbasis Elektronik yang disingkat SPBE 

adalah sebuah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna 

SPBE. Sebagai tata kelola kerangka kerja yang memastikan terlaksananya 

pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara 

terpadu. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, 

transparan, dan Akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan 

terpercaya. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan di perlukannya sebuah 

tindakan dengan tujuan dan sasaran di inginkan dalam sebuah kebijakan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana 

implementasi peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 dalam rangka 

meningkatkan efektivitas pelayanan berbasis elektronik di kabupaten 

serdang bedagai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang di gunakan 

untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan di 

lapangan. Metode deskriptif kualitatif memaparkan situasi dan peristiwa. 

Hasil penelitian menunjukan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 

Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Berbasis Elektronik 

sudah terimplementasi dengan baik, namun belum terlaksana dengan 

maksimal, karena tujuan yang ingin dicapai belum memenuhi target yang 

diinginkan. Akan tetapi SPBE yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan 

Informatika memenuhi standarisasi fasilitas infrastruktur SPBE serta 

melakukan pemeliharaan secara berkala dan melakukan Pengupdatetan 

aplikasi sesuai yang dibutuhkan dalam pelayanan berbasis Elektronik  yang 

di User kan oleh setiap dinas penyedia pelayanan dan Aparatur sipil Negara 

dalam penggunaan data. Dalam penerapan SPBE mereka menggunakan 

tenaga ahli berkompeten menjalani SPBE serta manajemen Sumber Daya 

Manusia yang baik 

 

Kata Kunci : Implementasi, Efektivitas Pelayanan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Pemerintahan berbasis elektronik E-Goverment merupakan penyelenggaraan 

pemerintah yang memanfaatkan Teknologi Komunikasi dan Informatika untuk 

memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah , aparatur sipil negara, pelaku 

bisnis, masyarakat dan pihak pihak lainnya. Sistem pemerintah berbasis elektronik 

memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintah yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel. 

Menurut Indrajit (2007: 7) Penerapan e-Government dasarnya fokus 

kepada pengelolaan informasi dalam birokrasi dengan menggunakan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK). penerapan e-Government adalah adanya 

pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya 

praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan 

akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. 

Sebuah negara dan daerah memutuskan untuk mengimplementasikan e-

government karena percaya bahwa dengan melibatkan teknologi informasi 

didalam kerangka manajemen pemerintahan, akan meningkatkan kualitas 

pelayanan pemerintah, memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas 4 

dikalangan penyelenggara pemerintahan dan mendorong partisipasi masyarakat. 



 

 
 

Pelayanan Berbasis Elektronik merupakan suatu kegiatan yang di laksanakan 

oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan pada publik dengan berbasis 

elektronik, serta mengetahui bagaimana tingkat kualitas pelayanan (E-Goverment 

) sesuai dengan peraturan perundang undangan dalam Sistem pemerintahan 

Berbasis Elektronik. ( dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ) 

Pelaksanaan pelayanan berbasis elektronik bertujuan mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta 

mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, sehingga dengan 

diadakannya pelayanan berbasis elektronik akan terwujudnya suatu pelayanan 

yang bersih serta berkualitas dengan tidak adanya segala bentuk penyimpangan  

dalam pelayanan berbasis elektronik. 

Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai adalah 

organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi antara lain peningkatan kualitas 

sistem penghubung layanan berbasis elektronik yang di gunakan oleh lembaga 

pemerintahan di kabupaten Serdang Bedagai.  

Kemajuan Teknologi Informasi sebagai  tata kelola pemerintahan yang 

bersifat bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang 

berkualitas dan terpercaya maka dikeluakan Instruksi Presiden Nomor 95 Tahun 

2018 Tentang pemerintahan Berbasis Elektronik. Kebijakan ini menegaskan 

bahwa pelayanan berbasis elektronik meliputi adanya pembangunan demi 

mewujudkan bangsa berdaya saing tinggi. Melalui pembangunan aparatur negara 



 

 
 

yang mencakup kelembagaan serta pelayanan. Meningkatkan kualitas pelayanan 

perlu juga di lakukan pengawasan dalam peningkatan sistem penghubung layanan 

dengan memenuhi akses jaringan dan standart interoperabilitas dengan kelaikan 

operasi dari menteri dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang Komunikasi dan Informatika. 

Pengguna layanan berbasis elektronik sebagai pengguna akses layanan di 

Kabupaten Serdang Bedagai mengalami Kesulitan Akses penghubung dalam 

menggunakan web server pada website layanan pemerintahan Kabupaten Serdang 

Bedagai serta kurang update nya informasi layanan pada website. Kesulitan 

pengaksesan web terjadi pada seluruh lembaga pemerintah Kabupaten Serdang 

Bedagai Terkecuali Dinas Komunikasi Dan Informatika serta Dinas Tata Ruang 

dan Permukiman yang pengaksesan layanan tidak terkendala. 

Dampak dari kesulitan pengaksesan web server pelayanan dari lembaga 

pemerintahan adalah buruknya sistem penghubung jaringan pada layanan Berbasis 

Elektronik di Kabupaten Serdang Bedagai. Bahkan pihak Komunikasi dan 

Informatika tidak melakukan pengecekan penggunaan E-Government website 

Pelayanan di Dinas Dinas Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai. Berbagai 

persoalan yang muncul tersebut adalah sebagai akibat dari kurang optimalnya 

pengawasan website pelayanan berbasis elektronik. Hal tersebut tentunya menjadi 

pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam 

menyelesaikan berbagai persoalan terkait sistem penghubung layanan pemerintah 

berbasis elektronik.  



 

 
 

Pada dasarnya maksud pembentukan peraturan presiden Nomor 95 Tahun 

2018 salah satunya melakukan peningkatan efektivitas  pelayanan berbasis 

elektronik terhadap pengguna layanan yang meliputi, kegiatan pengawasan dalam 

bidang sistem penghubung jaringan layanan, dengan cara mengevaluasi pelaporan 

dari pengguna layanan Berbasis Elektronik, serta melakukan perbaikan terhadap 

sistem web server yang lambat di Kabupaten Serdang Bedagai. 

Dalam hal ini, fungsi dari pelayanan berbasis elektronik terhadap pengguna 

layanan tersebut menjadi kewenangan dan tanggungjawab Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam kenyataanya, fenomena 

menunjukan bahwa pelaksana kebijakan tentang sistem pemerintahan berbasis 

elektronik di Kabupaten Serdang Bedagai belum sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan oleh Peraturan Presiden. 

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah di uraikan di atas, maka 

penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan 

Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas 

Pelayanan Berbasis Elektronik di Kabupaten Serdang Bedagai. 

I.2 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada 

Implementasi Pearturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Dalam Rangka 

Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Berbasis Elektronik yang tertera dalam 

paragraf 7 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pasal 33 yaitu penggunaan 



 

 
 

sistem penghubung layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam 

melakukan integrasi layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. 

I.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemaparan yang telah di jelaskan didalam Latar belakang 

penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana 

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Dalam rangka 

Peningkatan Efektivitas Pelayanan Berbasis Elektronik di Kabupaten Serdang 

Bedagai ? 

I.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

  Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 

Tahun 2018 Dalam rangka meningkatkan Efektivitas Pelayanan Berbasis 

Elektronik di Kabupaten Serdang Bedagai. 

2. Manfaat penelitian 

  Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Secara Aspek Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis mengenai Sistem 

Pelayanan Berbasis Elektronik. 



 

 
 

b. Secara Aspek Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan judul penelitian. 

c. Secara Ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Implementasi 

 2.1.1 Pengertian Implementasi 

   Implementasi di pandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap 

dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang- undang. Impelementasi 

dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang- undang dimana 

berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersana sama untuk 

menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan- tujuan kebijakan atau 

program-program. 

   Menurut purwanto ( 2012 : 12 ) implementasi adalah mendistribusikan 

keluaran kebijakan ( to delivery policy output ) yang dilakukan oleh para 

implementor kepada kelompok sasaran ( target group ) sebagai upaya untuk 

mewujudkan kebijakan.  

   Menurut Grindle ( 1980 : 6 ) implementasi adalah membentuk suatu kaitan 

( linkage ) yang memudahkan tujuan- tujuan kebijakan bisa direalisasikan 

sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Tugas implementasi mencakup 

terbentuknya “ a policy delivery system “ dimana sarana-sarana tertentu 

dirancang dan di jalankan dengan harapan sampai pada tujuan- tujuan yang 

diinginkan.  



 

 
 

   Menurut Setiawan ( 2004:39 ) dalam bukunya yang berjudul Implementasi 

Dalam Birokrasi Pembangunan  mengemukakan pendapatnya mengenai 

implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : implementasi adalah perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan 

untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. 

  Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah proses 

usaha pelaksanaan yang dijalankan oleh suatu kelompok sasaran pemerintah 

yang memiliki otoritas dan ditetapkan oleh undang-undang dalam melaksanakan 

birokrasi yang efektif dan mewujudkan kebijakan. 

2.2 Kebijakan 

 2.2.1 Pengertian Kebijakan 

Kebijakan pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya dan tindakan  

pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas – tugas 

pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan.Kebijakan publik 

merupakan keputusan yang mengikat bagi orag banyak pada tataran strategis 

atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. 

Menurut Anderson ( 2005 : 21 ) kebijakan adalah sebagai langkah 

tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh aktor sejumlah aktor berkenaan 

dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. 

Menurut Friedrich ( 2007 : 20 ) kebijakan adalah suatu tindakan yang 

mengaarah pada yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah 

dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan – hambatan 



 

 
 

tertetu dengan mencari peluang – peluang untuk mencapai tujuan dan 

mewujudkan sasaran yang diinginkan. 

Menurut Lubis ( 2007 : 9 ) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu 

tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan – 

hambatan tertentu mencari peluang – peluang untuk mencapai tujuan atau 

mewujudkan sasarann yang diinginkan. 

  Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah langkah 

tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau pemerintah dengan adanya 

hambatan atau permasalahan dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan 

sasaran yang di inginkan. 

2.3 Kebijakan publik 

   2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Menurut Abidin ( 2012 : 31 ) kebijakan publik adalah tindakan yang tidak 

bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh 

karena itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan 

dan keputusan khusus dibawahnya. 

Menurut Tachjan Dalam Rahayu ( 2016 : 19 ) kebijakan mempunyai 

tujuan, dengan memproleh nilai-nilai publik, baik yang berkaitan dengan Public 

goods maupun public service. Nilai nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik 

untuk meningkatkan kualitas hidup, baik fisik maupun non fisik. Kebijakan ini 

sangat diperlukan dalam konteks alokasi, distribusi, regulasi, dan stabilisasi. 



 

 
 

Menurut Dunn ( 2003 : 106 ) kebijakan publik adalah suatu rangkaian 

pilihan – pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat 

pemeritah pada bidang – bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti 

pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, 

kriminalitas, perkotaan, dan lain – lain. 

Menurut Anderson dalam  Taufiqurohman (2015 : 12) kebijakan publik 

merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti 

dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan 

suatu masalah tertentu. 

Dari pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik 

adalah rangkaian tindakan yang dibuat oleh pemerintah menyangkut kepentingan 

– kepentingan dan tindakan yang mempunyai mencapai tujuan kehidupan 

masyarakat. 

2.3.2 Tahap Tahap Kebijakan Publik 

Tahap – tahap kebijakan publik menurut Winarno ( 2016 : 30 ) : a) 

Penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih menempatkan masalah pada agenda 

publik. Sebelum masalah – masalah ini berkompetisi terlebih dahulu dapat masuk 

ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda 

kebijakan para perumus kebijakan; b) Formulasi kebijakan, masalah yang telah 

masuk ke agenda kebijakan akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah  

masalah yang yang ada didefenisikan untuk dicarikan pemecahan masalah terbaik; 

c) Adopsi kebijakan, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh 



 

 
 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi 

dengan dukungan dri mayoritas legislatif; d) implementasi kebijakan, suatu 

program kebijakan hanya akan menjadi catatan – catatan elite, jika program tidak 

diimplementasikan. Oleh karena itu kebijakan yang telah diambil sebagai 

alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilksanakan oleh 

badan – badan administrasi maupun agen – agen pemerintah ditingkat bawah; e) 

evaluasi kebijakan, dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai 

atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat telah 

mampu memecahkan masalah. 

2.3.3 Kriteria Penentuan Kebijakan Publik 

Menurut Abidin ( 2004 : 56-57 ) tidak semua kebijakan publik mempunyai 

prioritas yang sama untuk diproses. Hal tersebut ditentukan oleh proses 

penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut kriteria yang digunakan dalam 

menentukan kebijakan : a) efektivitas, mengukur suatu alternatif sasaran yang 

ingin dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir 

yang diinginkan; b) efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang 

dicapai; c) cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan 

sumber daya yang ada; d) adil; e) terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi 

kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat. 

2.3.4 Tingkatan Kebijakan publik 

Menurut Abidin ( 2004 : 31-33 ) kebijakan dapat dibedakan menjadi tiga 

tingkatan : a) kebijakan umum, adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau 

petunjuk pelaksanaan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, 



 

 
 

yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi bersangkutan; b) kebijakan 

pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. untuk tingkat 

pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang – undang; c) kebijakan 

teknis adalah kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan. 

2.4 Implementasi Kebijakan 

2.4.1 Pengertian Implementasi Kebijakan 

Menurut nugroho ( 2003:161 ) implementasi kebijakan adalah tindakan 

(action) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini 

setidaknya melalui elemen-elemen berikut yaitu : a) pembentukan unit organisasi 

baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana ( standart 

operating procedures ) ; c) kordinasi, pembagian tugas tugas didalam dan diantara 

dinas-dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber daya untuk 

mencapai tujuan. 

Menurut Wahab ( 2001:45 ) implementasi kebijakanmerupakan aspek 

penting dari keseluruhan proses kebijkan, implementasi kebijakan tidak hanya 

sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran- penjabaran keputusan politik 

kedalam prosedur prosedur rutin lewar saluran-saluran birokrasi melainkan lebih 

dari itu. Menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memproleh apa 

dari suatu kebijakan. 

Menurut agustino ( 2006:139), implementasi kebijakan adalah sebagai 

tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau  pejabat-

pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujua-tujuanyang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 



 

 
 

    Berdasarkan definisi pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan ialah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-

tujuan dan mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan 

nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut. 

2.4.2 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan 

Menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi yaitu : 

a. Karakteristik dari masalah 

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada 

beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan. Di pihak lain 

terdapat masalah – masalah sosial yang sulit dipecahkan. Oleh karena itu, sifat 

masalah akan mempengaruhi mudah-tidaknya suatu program 

diimplementasikan. 

2. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Hal ini berarti suatu program relatif 

mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya, 

apabila kelompok sasarannya heterogen, implementasi program akan relatif 

lebih sulit karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran 

program berbeda. 

3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif 

sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. 

4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan 

memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan mudah diimplementasikan 

daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat. 



 

 
 

b. Karakteristik kebijakan 

1. Kejelasan isi kebijakan. hal ini berarti semakin jelas dan terperinci isi sebuah 

kebijakan, akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah 

memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, 

ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam 

implementasi kebijakan. 

2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang 

memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji. 

Walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi. 

3. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. 

Sumberdaya keuanagan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. 

Setiap program juga memerlukan dukunga staf untuk melakukan pekerjaan 

administrasi dan teknis serta memonitor program yang semuanya itu 

memerlukan biaya. 

4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar institusi pelaksana. 

kegiatan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan 

horizontal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi program. 

5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. 

6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. 

7. Seberapa luas akses kelompok – kelompok luar untuk berpartisipasi dalam 

impelemntasi kebijakan. 

c. Lingkungan Kebijakan 



 

 
 

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. 

Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik lebih mudah menerima program 

pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan 

tradisional. Dimikian pula, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses 

keberhasilan implementasi program karena program – program tersebut dapat 

disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern. 

2. Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan 

insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan 

yang bersifat dis-insentif akan kurang mendapat dukungan publik. 

3. Sikap kelompok pemilih. Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat 

mempengaruhi impelementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain 1) 

kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat 

badan – badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah 

keputusan 2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi badan – badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik 

yang dipubikasikan terhadap kinerja badan – badan pelaksana, dan membuat 

pernyataan yang ditujukan pada badan legislatif. 

4. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada 

akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah 

tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan 

pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan 

selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut. 

 



 

 
 

2.5 Implementasi kebijakan publik 

2.5.1Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

`  Grindle dalam Tachjan (2006 : 14) menyebutkan 3 (tiga) hambatan besar 

yang setiap kali muncul dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, yakni : (1) 

ketiadaan kerjasama vertikal, antara atasan dengan bawahan; (2) hubungan kerja 

horizontal yang tidak trategis; (3) masalah penolakan terhadap perubahan yang 

datang dari publik maupun kalangan birokrasi sendiri. Untuk mengatasi hambatan 

ini, maka pelasana kebijakan publik perlu memiliki kemampua beradaptasi 

dengan kondisi yang berkembang. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan 

publik kadangkala tidak hanya memerlukan rasionalitas, tetapi juga kemampuan 

pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang di 

masyarakat, di mana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan. 

Winarno (2007:146) mendefinisikan implementasi kebijakan publik 

sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.Tindakan-

tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan 

menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam 

rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang 

ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi 

publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.  

Menurut widodo (2001:177) menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan 

Publik adalah salah satu tahapan kebijakan publik antara pembentukan kebijakan 

dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang 

dipengaruhinya.jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi 



 

 
 

masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin 

akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan 

baik. Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuan pelaksanan kebijakannya, tidak lebih dan tidak 

kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan 

langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-

program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik 

tersebut.       

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 

publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, 

peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa implementasi dan 

kebijakan adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan dalam satu kosa 

kata.Implementasi sebagai kata kerja dan kebijakan sebagai objek untuk yang 

diimplementasikan. Sebagai pangkal tolak berpikir kita, hendaknya selalu diingat 

bahwa implementasi adalah sebagian besar kebijakan dari pemerintah dan pasti akan 

melibatkan sejumlah pembuat kebijakan baik publik maupun swasta berusaha keras 

untuk memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat guna untuk mencapai 

tujuan tertentu. Sehingga untuk melaksanakan implementasi kebijakan ini perlu 

mendapatkan perhatian yang seksama dari berbagai kalangan. 

 

 

 

 



 

 
 

2.6 Pelayanan 

2.6.1 Pengertian Pelayanan 

  Menurut Kotler (2008:464) pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan 

yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Sinambela (2008:5) 

mengemukakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan 

dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun 

hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Hal ini menunjukan bahwa 

pelayanan berkaitan dengan kepuasan batin dari penerima pelayanan.  

Pengertian pelayanan menurut Zein (2009:226) adalah sebuah kata yang bagi 

penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Sedangkan 

definisi pelayanan menurut Mahmoedin (2010:2) adalah suatu aktivitas atau 

serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat 

adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal - hal lain yang 

disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk 

memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.  

Berdasarkan pengertian - pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan merupakan suatu bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu yang 

diberikan kepada orang lain, dalam hal ini, kebutuhan pelanggan tersebut dapat 

terpenuhi sesuai dengan harapan atau keinginan pelanggan dengan tingkat 

persepsi mereka. 

 

 



 

 
 

2.7 Pelayanan Publik 

Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah 

satu tanggung jawab pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat secara langsung dapat 

dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas pemerintah. Pelayanan publik dalam 

perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai suatu proses 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat individual maupun 

kelompok. Pelayanan publik memiliki peranan penting dalam kehidupan 

masyarakat saat ini dikarenakan tidak semua jasa atau pelayanan disediakan oleh 

pihak swasta, oleh karena itu pemerintah memiliki kuwajiban untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan masyarakat yang tidak disediakan swasta tersebut.  

Menurut Sinambela (2011:5) pelayanan publik diartikan sebagai pemberian 

layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi iti sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang 

telah ditetapkan.  

Sedangkan di dalam Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan 

publik, mendefinisakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. Adapun asas-asas pelayanan publik yang termuat dalam undang-undang 

tersebut meliputi:  

1. Kepentingan umum  



 

 
 

Yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan 

pribadi dan atau golongan.  

2. Kepastian hukum  

    Yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelengaraan 

pelayanan.  

3. Kesamaan hak  

    Yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 

gender, dan status ekonomi.  

4. Keseimbangan hak dan kewajiban  

     Yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus 

dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.  

5. Keprofesionalan  

     Yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

bidang tugas.  

6. Partisipatif  

    Yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat  

7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif  

    Yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil  

8. Keterbukaan  

Yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan 

memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 

 



 

 
 

2.8 Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE 

adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sebagai tata 

kelola kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, 

dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan 

publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem 

pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem 

pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. 

a. Layanan SPBE 

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna 

SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat 

a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka 

ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah 

dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang 

terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan 

masyarakat dalam pen1rusunan kebijakan publik yang akan memberi 

manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. 

b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi 

kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat 

adalah: 1. memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE 



 

 
 

terpenuhi; dan 2. membangun portal pelayanan publik dan administrasi 

pemerintahan. 

2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan 

a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan 

SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE. 

b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang 

berkesinambungan adalah:1. melakukan integrasi layanan di dalam dan 

antar Instansi Fusat dan Pemerintah Daerah; dan 2. menerapkan 

manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat 

sasaran. 

b. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, 

terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. 

a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data nasional, 

Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan 

pemerintah. 

b. Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan 

dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan 

secara: a. mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang 

meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah; b. 

terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama 

infrastruktur SPBE antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; c. 



 

 
 

terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian 

infrastruktur SPBE; dan d. menjangkau semua Instansi Pusat dan 

Pemerintah Daerah. e. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan 

dalam rangka mendukung kebijakan moratorium pembangunan pusat 

data oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan mengarahkan 

penggunaan Pusat Data nasional. 

2.9 Pelayanan Berbasis Elektronik 

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau 

beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Sebagai  

kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, 

infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan 

layanan SPBE yang terintegrasi. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, 

pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, 

pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE. 

a. Fungsi 

Pelayanan berbasis Elektronik berfungsi sebagai tembusan agar 

pemerintah mewujudkan bangsa yang berdaya saing tinggi di bidang 

teknologi. 

b. Tujuan 

Pelayanan berbasis elektronik bertujuan agar terbentuknya tata kelola 

pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan 

publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan 

berbasis elektronik. 



 

 
 

2.10  Monitoring  

Menurut Rahayu Kusuma Dewi ( 2016 : 190 ) monitoring dapat diartikan 

sebagai watch and check a period time . monitoring atau pemantauan adalah usaha 

secara terus menerus untuk memahami proses perkembangan bidang-bidang 

tertentu dari pelaksanaan tugas atau proyek/program yang dilaksanakan. Ada dua 

jenis teknik monitoring yaitu on desk, dengan cara mencermati laporan-laporan 

perkembangan, dan on site, dengan cara turun ke lapangan memeriksa secara 

langsung. Dan juga bisa menggabungkan kedua teknik tersebut  on site dan on 

desk dengan tujuan monitoring sebagai berikut, 1) menghindari terjadinya 

penyimpangan, kesalahan, keterlambatqan sehingga diluruskan; 2) memastikan 

proses berjalan sesuai dengan model yang diterapkan.  

2.11 Efektivitas 

2.12 Dinas Komunikasi Dan Informatika 

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan penyelenggara urusan 

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden 

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif dengan 

pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu 

fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Metode deskriptif 

kualitatif memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian dengan metode ini 

menjelaskan hubungan, dan tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan  

menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh. Dalam penelitian 

kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang bermacam – macam, dan dilakukan secara terus menerus 

tersebut mengakibatkan data variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada 

umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan 

belum ada pola yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam 

melakukan analisis. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang 

yang berperilaku yang dapat diamati. Proses analisis data dalam penelitian 

kualitatif pada teorinya dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama 

dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data seringkali berlangsung 

selama proses pengumpulan data. 

 

 

 



 

 
 

3.2  Kerangka Konsep 

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk untuk 

mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih 

sistematis. Selain itu kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan 

penelitian lebih terarah. Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, 

maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

Kerangka Konsep 
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3.3 Definisi Konsep  

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah 

kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, 

maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut: 

a. Implementasi adalah proses usaha pelaksanaan yang dijalankan oleh 

suatu kelompok sasaran pemerintah yang memiliki otoritas dan 

ditetapkan oleh undang-undang dalam melaksanakan birokrasi yang 

efektif dan mewujudkan kebijakan. 

b. kebijakan adalah langkah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok 

orang atau pemerintah dengan adanya hambatan atau permasalahan 

dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan sasaran yang di 

inginkan. 

c. kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang dibuat oleh 

pemerintah menyangkut kepentingan – kepentingan dan tindakan yang 

mempunyai mencapai tujuan kehidupan masyarakat. 

d. Implementasi kebijakan ialah tahapan dari proses kebijakan untuk 

meraih tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi 

atau dampak yang akan nampak pada pelasanaan kebijakan tersebut. 

e. implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik 

berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 



 

 
 

f. pelayanan merupakan suatu bentuk sistem, prosedur atau metode 

tertentu yang diberikan kepada orang lain, dalam hal ini, kebutuhan 

pelanggan tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan atau 

keinginan pelanggan dengan tingkat persepsi mereka. 

g. Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE 

adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada 

Pengguna SPBE. 

h. pelayanan Berbasis Elektronik Layanan SPBE adalah keluaran yang 

dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang 

memiliki nilai manfaat. Sebagai  kerangka dasar yang mendeskripsikan 

integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi 

SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang 

terintegrasi. 

i. monitoring atau pemantauan adalah usaha secara terus menerus untuk 

memahami proses perkembangan bidang-bidang tertentu dari 

pelaksanaan tugas atau proyek/program yang dilaksanakan. 

3.4 Kategorisasi 

  Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel 

penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian 

pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini 

adalah Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Dalam Rangka 



 

 
 

Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Berbasis Elektronik. Berikut beberapa 

kategorisasi dalam penelitian ini yaitu : 

a. Adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan 

kebijakan 

b. Adanya tindakan perealisasian sesuai dengan kebijakan yang dilakukan 

c. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan 

kebijakan. 

d. Adanya prosedur dan mekanisme monitoring dalam melakukan 

monitoring web. 

3.5 Narasumber 

Adapun narasumber dari penelitian ini adalah : 

a. nama   : Mhd Fadhil Isa 

jabatan  : Sekretaris Dinas 

b. nama   : Sudiyono S.Kom 

jabatan  : Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government 

c. nama   : Rini Aswani S.T 

jabatan  : Kasi Layanan E-Government 

d. nama   : Lia Anggaini S.Sos 

jabatan  : Kasi Infrastruktur dan Teknologi 

e. nama   : Khairul Umri S.H 

jabatan  : Kasi pengembangan & pengelolaan data dan Aplikasi 



 

 
 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian. Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka 

peneliti menggunakan taknik pengumpulan data sebagai berikut. 

1. Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang di 

lakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen 

metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data yang di lakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan 

pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang 

berhubungan dengan objek penelitian. 

2. Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik yang di lakukan 

melalui study kepustakaan yang terdiri dari. 

a. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan  catatan atau dokumen yang ada di lokasi 

penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek 

penelitian. 

b. Study kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan dengan berbagai literature seperti : dokumen-

dokumen, buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian. 

 



 

 
 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis data kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui pengumpulan data 

kemudian di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di 

rumuskan. Data yang di peroleh dari hasil wawancara akan di uraikan secara 

deskriptif dengan analisis kualitatif. 

Analisis data menurut Moleong (2003:1003), adalah proses mengatur 

urusan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian 

berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara 

terus-menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Dalam proses analisis 

terdapat tiga jalur yang terjadi secara bersamaan dan menentukan hasil akhir. 

Yaitu: 

1. Reduksi data. Merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan 

proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstraksi data, proses 

ini berlangsung sepanjang penelitian. 

2. Penyajian data. Merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi 

dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian 

dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis 

dan sistematis. 

3. Penarikan kesimpulan, adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup 

mantap dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu perlu 

dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data. 



 

 
 

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana kita melakukan 

penelitian dan mengumpulkan data yang kita perlukan dalam melakukan 

penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah Dinas 

Komunikasi Dan Informartika Kabupaten Serdang Bedagai 

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

 3.9.1 Seajarah Kabupaten Serdang Bedagai 

 

Gambar 3.2 

Peta Kabupaten Serdang Bedagai 

Kabupaten Serdang Bedagai yang beribukota Sei Rampah adalah 

kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan UU 

RI Nomor 36 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai pada 18 Desember 2003, 

pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.  



 

 
 

Bupati pertama adalah Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si dan Wakil Bupati nya Ir. 

H. Soekirman Kedua pimpinan ini dikenal sebagai pimpinan yang sangat kompak, 

sehingga menjadikan Serdang Bedagai menjadi kabupaten pemekaran terbaik di 

Indonesia, dan kabupaten terbaik di Sumatera Utara.  

Proses lahirnya undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Serdang 

Bedagai sebagai kabupaten pemekaran merujuk pada usulan yang disampaikan 

melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Nomor 18/K/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Persetujuan Pemekaran 

Kabupaten Deli Serdang. 

 Kemudian Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli 

Serdang Nomor 26/K/DPRD/2003 tanggal 10 Maret 2003 tentang Persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Atas Usul Rencana 

Pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) Kabupaten (Kabupaten Deli 

Serdang 

Kondisi Geografis dan Batas Administrasi Kabupaten Serdang Bedagai 

merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera 

Utara. Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada posisi 20 57‟‟ 

Lintang Utara, 30 16‟‟ Lintang Selatan, 980 33‟‟ - 990 27‟‟ Bujur Timur dengan 

ketinggian berkisar 0 – 500 meter di atas permukaan laut.  



 

 
 

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki area seluas 1.900,22 Km2 (190.022 

Ha) yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 243 Desa/Kelurahan. Secara administratif 

Kabupaten Serdang Bedagai berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu :  

 Sebelah Utara : Selat Malaka  

 Sebelah Timur : Kabupaten Batu Bara dan Simalungun  

 Sebelah Selatan : Kabupaten Simalungun  

 Sebelah Barat : Kabupaten Deli Serdang  

Ibukota Kabupaten Sedang Bedagai terletak di Kecamatan Sei Rampah 

yaitu Kota Sei Rampah. Bila dilihat dari luas wilayah per Kecamatan berdasarkan 

jumlah 17 (tujuh belas) kecamatan, maka dapat dilihat Kecamatan Dolok Masihul 

mempunyai proporsi terluas 237.417 Km2 (12,49 % dari luas wilayah Kabupaten 

Serdang Bedagai), sedangkan kecamatan yang paling kecil wilayahnya adalah 

Kecamatan Serbajadi dengan luas 50.690 Km2 (2,67 % dari luas wilayah 

Kabupaten Serdang Bedagai). 

3.9.2 Gambaran Umum Dinas 

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 2. 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 3. 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2016 tentang hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah di bidang 

komunikasi dan informatika 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Pedoman Nomenklatur Perangkat 



 

 
 

Daerah 5. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan Perangkat Organisasi 6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai 

Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah pada 

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai 

a. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

Untuk menjamin pelaksanaan misi Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Serdang Bedagai, maka ditetapkan beberapa Tujuan dan Sasaran 

sebagai berikut : 

1) Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat. 

a.   Meningkatnya penyebarluasan informasi melalui media massa 

b. Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik di OPD ( Organisasi 

Perangkat Daerah )   

c.   Meningkatnya Penyebarluasan informasi melalui publikasi dan penerbitan 

d. Meningkatnya promosi potensi Kabupaten Serdang Bedagai 

e. Meningkatnya minat masyarakat di bidang Kehumasan. 

f. Meningkatnya pengetahuan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi 

2) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informatika yang 

Optimal 

a. Meningkatnya sarana dan prasarana Informasi dan Komunikasi yang 

berbasis IT ( Ilmu Teknologi )  

b. Meningkatnya pelayanan jaringan Informasi dan komunikasi 

3) Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi yang berbasis IT ( Ilmu 

Teknologi ) 

a.  Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi melalui Teknologi 

Informatika 

b.  Meningkatnya pelayanan Publik yang berbasis IT. 



 

 
 

 

 

b. Visi Misi 

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana suatu organisasi harus di 

bawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran 

menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi. 

Memperhatikan potensi dan permasalahan pelaksanaan perencanaan 

pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan, adapun visi Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Serdang Bedagai 2016-2021 “Mewujudkan Pelayanan 

Komunikasi Publik yang Unggul, Inovatif dan Berkelanjutan Berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi, Menuju Masyarakat Sergai yang Informatif”. 

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan suatu 

yang ingin dicapai. Pernyataan Misi membawa organisasi kepada suatu fokus. 

Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan 

bagaimana melakukannya. Sehubungan dengan pengertian tersebut dan berkaitan 

dengan Visi, serta mencermati Mandat (Tupoksi), maka Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai Misi sebagai berikut : a. 

Mengoptimalkan kwalitas pelayanan penyelenggaraan Komunikasi dan 

Informatika b. Meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia baik Masyarakat 

ada Umumnya dan Aparatur Khususnya melalui Pemanfataan Teknologi 

Informasi danKomunikasi. c. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara efisen dan handal. d. 

https://diskominfo.serdangbedagaikab.go.id/visi-misi/


 

 
 

Menyajikan Informasi yang berkwalitas dan akuntabel. e. Meningkatkan 

Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. 

c. Tugas Pokok 

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Bidang Penyelenggaraan E-

Government 

d. Fungsi 

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi dalam hal pengelolaan informasi dan komunikasi pubik serta 

kehumasan dan layanan publik; 2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bibang penyelenggaraan E-Government dalam hal infrastruktur dan teknologi, 

pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi serta layanan E-Government; 3. 

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan 

komunikasi serta penyelenggaraan E-Government; 4. Pelaksanaan administrasi 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai; 5. Pelaksanaan 

fungsi lain yang terkait bidang komunikasi dan informatika yang diberikan oleh 

Bupati Serdang Bedagai 

 

 

 

 

 



 

 
 

 3.9.3 Struktur Organisasi Dinas  
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3.10 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten 

agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka 

dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab 

yang lainnya yaitu sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II : URAIAN TEORITIS 

Pada Bab ini berisikan serta menguraikan teori-teori tentang Implementasi, 

Kebijakan Publik,Pelayanan Berbasis Elektronik. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, 

definisi konsep, kategorisasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

lokasi dan waktu penelitian, serta deskripsi ringkas objek penelitian. 

BAB IV : Hasil Penelitisan dan pembahasan 

Pada Bab ini mengurakan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari 

jawaban narumber-narasumber. 



 

 
 

BAB V : Penutup 

Pada Bab ini memuat kesimpulan dan hasil dari penelitian serta saran-

saran yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bab ini penulis menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada saat 

penelitian dilapangan melalui metode- metode pengumpulan data yang telah 

disebutkan dalam bab yang terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam 

menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan 

penulis diantaranya: penelitian diawali dengan permasalahan yang akan dijawab, 

selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Lima orang informan 

penelitian yang terdiri dari sekretaris dinas, kepala bidang E-Governmen, kepala 

seksi infrastruktur dan teknologi, kasi layanan E-Goverment, kepala seksi 

pengelolaan dan pengembangan data dan aplikasi. 

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 07 Februari sampai dengan 10 

Februari 2020 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai. 

Wawancara dilakukan untuk memproleh jawaban dari rumusan masalah yang 

telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memproleh data-data yang mendukung 

dalam penelitian ini. Data data tersebut berupa pernyataan dari narasumber 

mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam 

analisis penelitian pada bab ini. 



 

 
 

Berikut adalah penyajian data- data yang diproleh melalui wawancara 

dengan berbagai informan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun 

daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan kategorisasi dalam 

penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang telah 

diteliti. 

4.1.1 adanya tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam menjalankan 

kebijakan 

               Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fadhil Isa 

Selaku Sekretaris Dinas di Dinas Komunikasi Dan Informatika Serdang Bedagai 

pada tanggal 07 Februari 2020 mengatakan bahwa dalam meningkatkan 

keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai 

berdasarkan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dinas komunikasi dan 

informatika melakukan beberapa cara dalam meningkatkan pelayanan berbasis 

elektronik yaitu dengan adanya semua aplikasi dan infrastruktur yang sebelumnya 

masih farsial di UPT dan OPD Di konsulidasikan di pusat data center yang 

langsung di kelola oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Serdang 

Bedagai, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Terhubung jaringan 

Internet dan Intranet yang di pantau dinas Komunikasi dan informatika sehingga 

semua pemeliharaanya menjadi satu dan lebih  efisien, sedangkan OPD lain hanya 

sebagai User. dalam menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

terdapat beberapa faktor penghambat yaitu masih adanya pola pikir pejabat atau 

ASN yang masih belum siap terhadap perubahan Sistem pemerintahan Berbasis 



 

 
 

Elektronik karena seharusnya sekarang sudah berbasis teknologi dan mereka tetap 

bertahan dengan pola pikir lama, sedangkan saat ini surat menyurat sudah 

menggunakan yang namanya SISUMAKER ( Sistem Surat Masuk Keluar ) tapi 

hanya sebagian kecil saja yang masih memiliki pola pikir lama yang bisa saja 

disebabkan malas membuka sistem atau pun anti dengan sistem tersebut. Sistem 

pemerintahan berbasis elektronik di kabupaten serdang bedagai saat ini memiliki 

49 aplikasi web pelayanan yang dimana 28 aplikasi sistem pemerintahan berbasis 

Elektronik dan 21 Smart City yang bisa dibuka oleh masyarakat, pelaku usaha dan 

ASN.  

             Sama hal nya dengan Bapak Sudiyono selaku  kepala bidang 

penyelenggaraan E-Goverment  yang penulis wawancarai pada tanggal 07 

Februari 2020 mengatakan bahwa dalam meningkatkan efisiensi dengan 

mengikuti pedoman sebuah kebijakan yang telah di tetapkan, dan  meningkatkan 

efektivitas pelayanan berbasis elektronik dengan melakukan penyediaan 

infrastruktur yang memadai dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan berbasis 

elektronik sehingga ketika pemenuhan infrastruktur baik maka berjalan dengan 

baik sistem pemerintahan berbasis elektronik. Faktor penghambat pelaksanaan 

peraturan ini sedikit banyaknya masyarakat atau ASN sekalipun tidak ingin 

berkembangnya sistem pelayanan dengan menggunakan elektronik. 

             Begitu juga hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2020 dengan ibu 

Lia Anggaini selaku Kasi Infrastruktur dan teknologi, mengatakan keterpaduan 

dan efisienai sistem pemerintahan berbasis elektrionik dengan mengikuti proses 



 

 
 

alur tujuan dari kebijakan dan meningktkan kualitas dalam pelayanan. 

Meningkatkan kualitas pelayanan dalam berbasis elektronik dengan cara 

memenuhi standarisasi dari pemnyediaan data dan aplikasi karena dinas 

komunikasi dan informatika merupakan penyedia infrastruktur dalam SPBE. 

Dalam meningkatkan kualitas pasti ada faktor penghambat namun jarang terjadi 

nya penghambatan, penghambatan itu tidak terjadi ketika infrastruktur telah 

terpenuhi. Tetapi juga Beberapa hambatan itu terjadi pada beberapa ASN yang 

tidak ingin menggunakan Aplikasi SPBE.  

              Sementara hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2020 dengan ibu 

Rini Aswani Selaku Kasi Layanan E-Goverment mengatakan bahwa tujuan dan 

sasaran yang akan dicapai meningkatkan ke efesiensi suatu pelayanan berbasis 

elektronik menjadi sebuah pelayann yang bersih dan transparan. Dalam  

meningkatkan suatu pelayanan berbasis elektronik dibutuhka suatu data dan 

aplikasi secara online yang memadai. Ketika pelayanan memadai maka tidak akan 

terjadi nya penghambatan. 

           Begitu juga hasil wawancara dengan Bapak Khairil Umri selaku kepala 

seksi pengelolaan, pengembangan data dan aplikasi yang di lakukan pada tanggal 

10 Februari 2020 mengatkan bahwa dinas komunikasi dan informatika merupakan 

penyedia dari semua infrastruktur yang di perlukan oleh sistem pemerintahan 

berbasis elektronik, mulai dari konektiviti jaringan dan supported lainnya, untuk 

meningkatkan pelayan kita menjaga peralatan agar berjalan dengan maksimal dan 



 

 
 

sesuai prosedur sehingga tidak akan menimbulkannya faktor penghambat. Karena 

semua di lakukan dengan cukup memadai. 

            Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa adanya 

tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kebijakan dengan meningkatkan 

keterpaduan efisiensi telah sesuai dengan peraturan, sehingga mencapai tujuan 

dalam meningkatkan efektivitas pelayanan yang memenuhi standarisasi 

infrastruktur data dan aplikasi. Dibalik terpenuhi standarisasi infrastruktur di 

temukanya hambatan yaitu pada perorangan/ASN pengguna pelayanan SPBE 

yang tidak ingin mengikuti perkembangan bentuk pelayanan berbasis Elektronik, 

karena masih memiliki pola pikir lama. 

4.1.2    Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fadhil Selaku 

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai pada 

tanggal 07 Februari 2020 mengatakan bahwa Upaya yang dilakukan dinas 

komunikasi dan informatika dalam meningkatan pelayanan berbasis elektronik 

dengan cara melakukan pemeliharaan berkala, mengupdate aplikasi maupun data, 

serta memeriksa koneksi hubungan layanan antar OPD. Dalam meningkatkan 

pelayanan berbasis elektronik dinas komunikasi juga membentuk tim dalam 

memonitoring Sistem Penghubung layanan. Tim tersebut terbagi atas dua tim, tim 

pertama yaitu tim monitoring sistem pemerintahan Berbasis Elektronik dan tim 

yang ke dua yaitu tim Penggunaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang 

dimana bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing.  Tim yang ada di 



 

 
 

dinas Komunikasi dan Informatika hanyalah dari sebagian kecil tim monitoring 

dan ada juga tim Monitoring dari Kabupaten. Memonitoring sistem penghubung 

layanan berbasis elektronik ini di lakukan setiap hari secara berkala dan di update 

misalnya untuk sepuluh puskemas dan selalu di lakukan monitoring. Dinas 

komunikasi dan informatika ketika mengalami masalah kesulitan akses mereka 

mengatasi dengan sigap karena monitoring di lakukan setiap hari dan kesulitan 

akses itu ada tapi sangat kecil, dan  lebih sering terjadi masalah kesulitan akses itu 

di perangkat yang mengakses. 

Sama hal nya dengan Bapak Sudiyono selaku  kepala bidang 

penyelenggaraan E-Goverment  yang penulis wawancarai pada tanggal 07 

Februari 2020 mengatakan bahwa upaya peningkatan efektivitas pelayanan 

dengan cara memenuhi standarisasi infrastruktur serta mengecek perlengkapan 

SPBE setiap hari, dalam memonitoring Sistem pemerintahan berbasis ada 

dibentuk tim monitoring yang dimana terdapat tim bersakala kecil maupun besar. 

Dalam memonitoring sistem pemerintah berbasis elektronik tidak ada jadwal 

melainkan dilakukan setiap hari dan setiap saat. Dalam mengatasi masalah dalam 

kesulitan akses itu dengan cara melakukan tindakan dan melakukan pengecekan. 

Begitu juga hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2020 dengan ibu 

Lia Anggaini selaku Kasi Infrastruktur dan teknologi, mengatakan upaya 

pemeliharaan infrastruktur dan melakukan pengecekan terhadap aplikasi dan 

pengupdatetan data, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ada nya di bentuk 

sebuah tim monitoring yang dimana tim tersebut sangan menjaga dan selalu 

memonitor layanan SPBE. Dalam melakukan monitoring tidak ada jadwal tetapi 



 

 
 

dilakukan setiap hari 24 jam. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ini sangat  

jarang bahkan tidak sama sekali di temukan masalah dalam pengaksesan aplikasi 

karena sistem tersebut selalu di monitor 24 jam.  

              Sementara hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2020 dengan ibu 

Rini Aswani Selaku Kasi Layanan E-Goverment mengatakan bahwa upaya dalam 

meningkatkan efektivitas pelayanan berbasis elektronik yaitu dengan melakukan 

pengupdatetan data dan menjaga peralatan yang ada serta pengecekan server. 

Pelayanan berbasis elektronik ini di perlukanya sebuah tim dalam memonitoring, 

jadi dinas komunikasi dan informatika ini membentuk tim yang disebut dengan 

Tim SPBE  yang selalu memonitor server SPBE.  

Begitu juga hasil wawancara dengan Bapak Khairil Umri selaku kepala 

seksi pengelolaan, pengembangan data dan aplikasi yang di lakukan pada tanggal 

10 Februari 2020 mengatakan dalam meningkatkan evektivitas pelayanan dengan 

membuat aturan melalui Bupati dan di tempatkan pada data center dengan 

standarisasi lengkap . selain itu dinas komunikasi dan informatika membentuk tim 

monitoring SPBE yaitu bernama center Monitoring. Memonitoring SPBE 

dilakukan setiap hari 24 jam sehingga tidak adanya kesulitan akses dan sangat 

jarang terjadi. Jika adanya kesalahan teknik akan segera di tindak lanjuti oleh 

pihak tim monitoring. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa adanya 

tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan merupakan suatu strategi dinas 

komunikasi dan informatika dlam menjalankan SPBE ini. Upaya yang dilakukan 



 

 
 

dinas komunikasi untuk meningkatkan pelayanan dengan melakukan 

pemeliharaan berkala dan pengupdate tan data/ aplikasi. Dalam melakukan 

pemeliharaan dinas komunikasi dan informatika membentuk tim monitoring 

dalam melakukan pemeliharaan dan tim tersebut terbagi atas dua tim yaitu tim 

monitoring SPBE dan tim sistem penggunaan SPBE. Monitoring SPBE dilakukan 

setiap hari ketika ada kesalahan lima belas menit akan timbul pemberitahuan dan 

dinas komunikasi langsung sigap mengatasinya. 

4.1.3 Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam 

menjalankan kebijakan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad 

Fadhil Isa selaku Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Serdang Bedagai mengatakan bahwa bagaimana keahlian sumber daya manusia 

yang dibutuhkan dalam memenuhi standarisasi dalam kebijakan yaitu dengan 

manajemen SDM  yang merupakan tenaga ahli yang sudah pegawai dan tenaga 

ahli yang di kontrak selama satu Tahun. Dan dinas komunikasi menggunakan 

tenaga ahli yang sangat berkompeten dan bersertifikat dalam menjalankan Sistem 

pemerintahan berbasis elektronik ini sehingga tidak adanya pelatihan Khusus IT 

dalam menjalankan pelayanan berbasis elektronik. Pegawai dinas komunikasi 

telah melaksanakan tugas sesuai dengan  tugas pokok masing masing bidang, dan 

dinas komunikasi dan informatika juga melakukan kerja sama sistem 

pemerintahan berbasis elektronik dari pemerintah ke non pemerintah seperti 

informasi BPJS. 



 

 
 

Sama hal nya dengan Bapak Sudiyono selaku  kepala bidang 

penyelenggaraan E-Goverment  yang penulis wawancarai pada tanggal 07 

Februari 2020 mengatakan bahwa sumber daya manusia yang ada di dinas 

komunikasi dan informatika ini memiliki tenaga ahli yang sangat berkompeten 

sehingga tidak adanya tejadi penghambatan dalam mengimplementasikan 

kebijakan tersebut, untuk kemampuan tenaga ahli itu sendiri tidak adanya di 

lakukan pelatihan khusus untuk di bidang SPBE. 

Begitu juga hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2020 dengan ibu 

Lia Anggaini selaku Kasi Infrastruktur dan teknologi, keahlian sumber daya 

manusia dalam mengangani Sistem pemerintahan berbasis elektronik cukup 

memadai dengan kualitas pemahaman yang cukup baik di bidangnya. Sehingga 

para tim IT yang menangani sistem pemerintahan berbasis elektronik tidak 

melakukan  pelatihan khusus untuk kemampuan itu. Jadi paddasarnya untuk 

menangani SPBE ini tim dinas komunikasi informatika sangat bekerja keras 

dengan kemampuan yang mereka miliki, sehingga bagaiaman caranya agar sistem 

pemerintah berbasis elektronik ini tetap melakukan peng update tan serta 

pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas komunikasi dan informatia. 

              Sementara hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2020 dengan ibu 

Rini Aswani Selaku Kasi Layanan E-Goverment mengatakan bahwa kemampuan 

sumber daya manusia di dinas komunikasi dan informatika sangat berkompeten di 

bidagnya sehingga kemampuan dalam menjalankan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik cukup lengkap dengan kemapuan ahli sumber daya, infrastruktur dan 

pendukung lainnya 



 

 
 

Begitu juga hasil wawancara dengan Bapak Khairil Umri selaku kepala 

seksi pengelolaan, pengembangan data dan aplikasi yang di lakukan pada tanggal 

10 Februari 2020 mengatakan ketenagaahlian yang dimiliki dinas komunikasi dan 

informatika untuk menjalankan Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang 

terutama berkompeten dan juga menggunakan tenaga ahli dari luar yang dijalin 

dengan kontrak satu tahun sekali. Sampai saat ini tenaga ahli sistem pemerintahan 

berbasis elektronik tidak pernah mengikuti pelatihan khusus IT, karena semasa di 

rekrut pegawai yang telah memiliki kompeten dan bersertifikat .  

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa 

sumber daya manusia yang digunakan oleh dinas komunikasi dan informatika 

dalam menangani SPBE benar benar sangat berkompeten dan bersertifikat dan 

dinas komunikasi dan informatika juga menggunakan tenaga ahli luar untuk 

menangani SPBE yang di kontrak kerja selama satu tahun sekali. Pegawai dinas 

komunikasi telah menjalankan sesuai tupoksi nya.  

4.1.4 Adanya Prosedur dan Mekanisme Monitoring 

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad 

Fadhil Isa selaku Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Serdang Bedagai mengatakan bahwa dalam meningkatkan kemampuan 

monitoring web server pelayanan berbasis elektroni diadakanya pelatihan IT 

setahun sekali yang di laksakan oleh ASN terutama untuk User Admin Pelayanan, 

untuk meningkatkan pola kerja, dan kemampuan Umum dengan pola kerja 

mengikuti update Aplikasi karena aplikasi selalu ada perubahan dan menjalankan 

pelatihan. Dan dampak dari adanya monitoring ini sistem Aplikasi pemerintahan 



 

 
 

berbasis elektronik menjadi lancar dan tidak terjadinya penghambatan. Dan dinas 

komunikasi setelah melakukan monitoring selalu mengadakan evaluasi untuk 

memback up kesalahan kesalahan yang terjadi pada server.  

Sama hal nya dengan Bapak Sudiyono selaku  kepala bidang 

penyelenggaraan E-Goverment  yang penulis wawancarai pada tanggal 07 

Februari 2020 mengatakan bahwa mekanisme monitoring di lakukan setiap hari 1 

kali 24 jam pelaksanaanya dan selalu ada evaluasi setelah melakukan monitoring. 

Begitu juga hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2020 dengan ibuk Lia 

Anggaini selaku Kasi Infrastruktur dan teknologi meningkatkan kemampuan 

monitoring dengan penambahan sumber daya, dan pelaksanaan monitor ekstra 

dengan pola manajemen yang baik dan terstruktur. 

Sementara hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2020 dengan ibu 

Rini Aswani Selaku Kasi Layanan E-Goverment mengatakan bahwa kemampuan 

monitoring dilakukan oleh bidang ahli IT dan data center dengan peralatan yang 

memadai serta kualitas tenaga yang cukup, karena dalam melaksanakan 

monitoring dilakukan setiap hari 24 jam, dan tim monitoring juga selalu 

melakukan evaluasi dalam melaksanakan Monitoring Terhadap SPBE. 

Begitu juga hasil wawancara dengan Bapak Khairil Umri selaku kepala 

seksi pengelolaan, pengembangan data dan aplikasi yang di lakukan pada tanggal 

10 Februari 2020 mengatakan meningkatkan kemampuan monitoring kembali 

pada sumber daya manusia karena yang melakukan monitoring adalah pegawai 

yang bersedia 1 x 24 jam dalam memonitor web server pelayanan dengan 

menimbulkan dampak positif yaitu lancarnya web server pelayanan SPBE. 



 

 
 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 adanya tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam menjalankan 

kebijakan 

Menurut Anderson dalam  Taufiqurohman (2015 : 12) kebijakan publik 

merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti 

dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan 

suatu masalah tertentu. 

Menurut Tachjan Dalam Rahayu ( 2016 : 19 ) kebijakan mempunyai 

tujuan, dengan memproleh nilai-nilai publik, baik yang berkaitan dengan Public 

goods maupun public service. Nilai nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik 

untuk meningkatkan kualitas hidup, baik fisik maupun non fisik. Kebijakan ini 

sangat diperlukan dalam konteks alokasi, distribusi, regulasi, dan stabilisasi. 

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa Kebijakan Publik 

terimpelementasi apabila Memiliki tujuan dan sasaran serta Tindakan Guna 

Memecahkan masalah untuk meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik. Memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas Sistem 

pemerintahan berbasis elektronik yang dimaksud adalah membentuk tujuan 

dengan sasaran yang hendak dicapai sehingga sesuai dengan keinginan yang ada 

pada kebijakan, yang sasaran dalam kebijakan tersebut dapat meningkatkan 

kualitas dalam tata kelola pemerintahan Khususnya Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik. Hal tersebut menunjukan bahwa Pengimplementasian Peraturan 

Presiden Nomor 95 Tahun 2018 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Serdang Bedagai belum terlaksana sepenuhnya dengan maksimal. Dikarenakan 



 

 
 

masih adanya masyarakat atau ASN yang menggunakan pola pikir lama sehingga 

tidak ingin menggunakan atau anti dengan aplikasi pelayanan berbasis Elektronik 

meskipun infrastruktur semua telah di fasilitasi oleh pihak Dinas Komunikasi Dan 

Informartika Kabupaten Serdang Bedagai, tetapi ASN masih tetap saja tidak ingin 

menggunakan sistem pelayanan tersebut padahal surat menyurat saat ini sudah 

menggunakan yang namanya SISUMAKER ( Sistem surat masuk keluar ). Dalam 

mencapai tujuan perlunya tindakan dalam menyelaesaikan masalah, dan sampai 

saat ini masalah tersebut belum dapat diselesaikan. Berdasarkan asumsi teori 

tersebut bahwa tujuan dalam kebijakan tersebut belum terselenggara dengan 

maksimal. 

Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat Bapak Muhammad Fadhil Isa 

bahwasanya sebagian masyarakat dan ASN tidak ingin mengikuti perkembangan 

sebuah pelayanan, yang saat ini telah menjadi pelayanan berbasis elektronik dan 

sistem pemerintahan berbasis elektronik, mereka masih ingin tetap menggunakan 

sistem yang lama bahkan ada beberapa ASN yang sangat anti dalam 

menggunakan sistem berbasis elektronik yang saat ini sedang digunakan. 

4.2.2 adanya tindakan yang di lakukan sesuai dengan kebijakan 

Menurut nugroho ( 2003:161 ) implementasi kebijakan adalah tindakan 

(action) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini 

setidaknya melalui elemen-elemen berikut yaitu : a) pembentukan unit organisasi 

baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana ( standart 

operating procedures ) ; c) kordinasi, pembagian tugas tugas didalam dan diantara 



 

 
 

dinas-dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber daya untuk 

mencapai tujuan. 

Menurut agustino ( 2006:139), implementasi kebijakan adalah sebagai 

tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau  pejabat-

pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujua-tujuanyang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa 

Mengimpelementasikan sebuah kebijakan sangat perlu adanya sebuah tindakan 

yang dilakukan baik individu, kelompok, maupun Publik. Tindakan yang 

dilakukan dapat berupa pembentukan tim pelaksana, dan kordinasi dalam 

pembagian tugas. Tindakan yang dilakukan dalam implementasi peraturan 

presiden Nomor 95 Tahun 2018 pada Dinas Komunikasi Dan Informatika 

Kabupaten Serdang Bedagai yaitu melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan dengan melakukan pemeliharaan secara berkala, dan mengupdate 

aplikasi SPBE. Dinas komunikasi dan informatika juga memben tuk tim 

monitoring yang dimana tim tersebut menjadi tim pelaksana dalam memonitoring 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal tersebut menunjukan bahwa 

tindakan yang di lakukan dalam mengimplementasikan Peraturan Peraturan 

Presiden Nomor 95 Tahun 2018 sudah berjalan dengan maksimal karena ada 

upaya dalam melakukan pemeliharaan secara berkala yang di lakukann oleh 

sekelompok pegawai Dinas serta adanya pembentukan Tim sebagai pelaksana 

Tim monitoring. Menurut teori Implementasi Kebijakan dalam menjalankan 

kebijakan perlu adanya tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk 



 

 
 

mencapai suatu tujuan dengan adanya pembentukan tim ,dan berkordinasi dalam 

melaksanakan tugas, dan dinas komunikasi dan informatika telah menjalankan 

tindakan sesuai dengan yang diharapkan. 

  Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat bapak Muhammad Fadhil Isa 

dalam menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik dinas komunikasi 

dan Informatika melakukan pemeliharaan secara berkala, mengupdate data dan 

aplikasi dalam pelayanan, membentuk sebuah tim dalam memonitoring sistem 

pemerintahan berbasis elektronik  

4.2.3 Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam 

menjalankan kebijakan 

Grindle dalam Tachjan (2006 : 14) menyebutkan 3 (tiga) hambatan besar 

yang setiap kali muncul dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, yakni : (1) 

ketiadaan kerjasama vertikal, antara atasan dengan bawahan; (2) hubungan kerja 

horizontal yang tidak trategis; (3) masalah penolakan terhadap perubahan yang 

datang dari publik maupun kalangan birokrasi sendiri. Untuk mengatasi hambatan 

ini, maka pelasana kebijakan publik perlu memiliki kemampuan beradaptasi 

dengan kondisi yang berkembang. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan 

publik kadangkala tidak hanya memerlukan rasionalitas, tetapi juga kemampuan 

pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang di 

masyarakat, di mana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan. 

Menurut Hasibuan ( 2003 : 244 ) sumber daya manusia dapat diartikan 

keahlian terpadu yang berasal dari sumber daya pikir serta daya fisik yang 



 

 
 

dimiliki oleh setiap orang. Yang melakukan serta sifatnya dilakukan masih 

memiliki hubungan erat seperti keturunan dan lingkungannya. 

Menurut M.T.E Hariandja ( 2002 : 2 ) berpendapat bahwa sumber daya 

manusia adalah salah satu faktor yang paling utama pada suatu perusahaan dilihat 

dari faktor lainnya selain modal usaha. Oleh karenanya, SDM sangat diperlukan 

untuk dikelola dengan baik agar efektivitas dan efisiensi perusahaan meningkat.  

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa Sumber Daya 

Manusia yang dibutuhkan dalam mengimplementasi peraturan presiden Nomor 95 

Tahun 2018 memiliki kehalian serta faktor utama dalam mewujudkan tujuan yang 

diinginkan dan memilki hubungan kerja yang baik. Sumber daya manusia yang 

dibutuhkan dalam menjalankan Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki 

tenaga ahli berkompeten dan bersertifikat di bidangnya dan dinas komunikasi dan 

informatika juga menggunakan tenaga ahli luar untuk menangani SPBE yang di 

kontrak kerja selama satu tahun sekali. Dalam menjalankan SPBE pihak dinas 

komunikasi dan informatika tidak ada melakukan pelatihan terhadap penggunaan 

SPBE ini melainkan mereka menggunakan yang telah ahli di bidangnya. Dan 

Pegawai dinas komunikasi telah menjalankan tugas sesuai tugas pokok nya 

masing masing. Menurut teori Sumber daya manusia dalam mengimplemntasi 

kebijakan memiliki keahlian dalam bentuk pola pikir maupun fisik serta memliki 

hubungan kerja yang baik, hal ini dapat diukur dari kinerja pihak dinas 

komunikasi dan informatika yang telah melaksanakan dan merekrut sumber daya 

manusia sesuai dengan yang di inginkan dan melaksanakan tugas msing masing 

secara ,maksimal. 



 

 
 

 Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat bapak Muhammad Fadhil isa 

bahwasanya sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam memenuhi standarisasi 

dalam kebijakan yaitu dengan manajemen SDM  yang merupakan tenaga ahli 

yang sudah pegawai dan tenaga ahli yang di kontrak selama satu Tahun. Dan 

dinas komunikasi menggunakan tenaga ahli yang sangat berkompeten dan 

bersertifikat dalam menjalankan Sistem pemerintahan berbasis elektronik ini 

sehingga tidak adanya pelatihan Khusus IT dalam menjalankan pelayanan 

berbasis elektronik. Pegawai dinas komunikasi telah melaksanakan tugas sesuai 

dengan  tugas pokok masing masing bidang 

4.2.4 Adanya Prosedur dan Mekanisme Monitoring 

Menurut mercy (2005) monitoring di definisikan sebagai siklus kegiatan 

yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan dan tindakan atas 

informasi suatu proses yang sedang di implementasikan. 

Menurut George R Tery ( 2006 : 395 ) monitoring adalah mendeterminasi 

apa yang telah dilaksanakan, menevaluasi prestasi kerja. Menerapkan tindakan 

tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai denagn rencana yang tekah 

ditetapkan. 

Meurut tabrani Rusyani ( 1997 ) monitoring adalah pengendalian yang 

dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan, penilaian kemampuan, 

meningkatkan dan menyempurnakan, baik manajemen maupun bidang 

operasionalnya.  

 



 

 
 

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa Monitoring 

dengan pelaksanaan pengendalian peninjauan ulang serta mengevaluasi Prestasi 

kerja. Monitoring di laksanakan untuk implementasi peraturan presiden Nomor 95 

Tahun 2018 melakukan monitoring data/ aplikasi SPBE yang di laksanakan setiap 

hari dalam meningkatkan kemampuan monitoring dibentuknya sebuah pelatihan, 

Menjalankan sebuah program SPBE dibutuhkanya kegiatan monitoring untuk 

memantau kegiataan akses web server yang dilakukan pada User setiap Organisasi 

Perangkat Daerah yang menggunakan SPBE sehingga tidak terjadinya kesalahan 

atau kesulitas pengaksesan Aplikasi SPBE baik untuk Internal, Masyarakat, Dan 

Perusahaan. Menurut teori, dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Serdang 

Bedagai telah melaksanakan monitoring sistem pemerintah berbasis elektronik 

secara maksimal sebab telah dilaksanakannya monitoring dengan standarisasi 

pelatihan, pengendalian dan peninjauan serta mengevaluasi kinerja dalam 

monitoring SPBE. 

Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat bapak Khairul Umri bahwa dinas 

komunikasi dan informatika melakukan monitoring setiap hari dan mengikuti 

pelatihan serta meningkatkan pola kerja dengan mengupdate aplikasi terbaru 

sehingga menimbulkan dampak positif bagi SPBE itu sendiri. Dan pihak dinas 

komunikasi juga melakukan peng evaluasian setelah melakukan monitoring. 

Berdasarkan pendapat dari para Narasumber dan pendapat para ahli 

penulis menyimpulkan bahwa Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan 

belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih adanya ASN 

yang menggunakan pola pikir lama sehingga tidak ingin atau anti dalam 



 

 
 

pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sedangkan tindakan dalam 

pelaksanaan kebijakan telah dilaksanakan secara maksimal dengan dilakukanya 

peninjauan, pengupdate tan serta pembentukan tim  SPBE.  

Melaksanakan SPBE dibutuhkanya sumber daya manusia yang 

berkompeten di  bidangnya serta melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok 

masing-masing. Maka dari itu sumber daya manusia yang yang dimiliki telah 

sesuai dengan yang diinginkan sehingga terlaksananya kebijakan secara 

maksimal. Sedangkan SPBE dibutuhkan sebuah standarisasi prosedur dan 

monitoring yang dijalankan secara maksimal dengan memiliki dampak positif 

dalam peningkatan efektivitas pelayanan berbasis elektronik. Monitoring ini 

dilaksanakan guna menjadi upaya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur 

teknologi informasi serta untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat 

dalam pelayanan publik. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Impelementasi peraturan presiden No 95 Tahun 2018 Tentang Sistem 

Pemerinrahan Berbasis Elektronik adalah sebuah program yang dibuat untuk 

meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Efisien. Usaha 

yang dilakukan dinas yaitu memiliki tanggung jawab besar dalam memegang 

tugas sesuai dengan kebijakan dengan memfasilitasi segala, kebutuhan SPBE. 

Adanya Tujuan dan Tindakan dalam  menjalankan Program Implementasi 

SPBE dilakukan dengan memenuhi standarisasi fasilitas infrastruktur SPBE serta 

melakukan pemeliharaan secara berkala dan melakukan peng update tan aplikasi 

sesuai yang dibutuhkan dalam pelayanan berbasis Elektronik yang di User kan 

Oleh setiap dinas penyedia pelayanan dan ASN ( Aparatur Sipil Negara ) dalam 

penggunaan data. 

Sumber daya manusia dalam kebutuhan Program SPBE di Kabupaten 

Serdang Bedagai telah  Berjalan dan Terpenuhi sesuai dengan standar dan 

keinginan yang telah di tetapkan  dengan memiliki SDM berkompeten. Semua 

berjalan dengan apa yang diinginkan dalam kebijakan. 

Peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2018 sudah teriplementasi dengan 

baik namun belum mkasimal, dikarenakan Kesempurnaan terhadap standar teknik 



 

 
 

Prosedur monitoring sudah terlaksana dengan baik yang dilakukan monitoring 

setiap hari oleh pegawai yang berkompeten serta melakukan evaluasi setelah 

melaksanakan monitoring. 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini diharapkan mampu memberi 

dampak yang berpengaruh bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif 

serta lebih memudahkan masyarakat dalam menggunakan Pelayanan 

pemerintahan. Dampak yang diharapkan juga baik dalam pemanfaatan aplikasi 

pelayanan berbasis Elektronik, namun masih banyakanya masyarakat maupun 

ASN masih memiliki Pola pikir lama sehingga tidak ingin menggunakan 

pelayanan berbasis elektronik di kabupaten Serdang Bedagai.  

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran – saran yang 

dibutuhkan berdasarkan yang penulis alami selama penelitian mengenai 

Impelementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Dalam rangka 

meningkatkan Efektivitas Pelayanan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Serdang 

Bedagai  sebagai berikut : 

1. Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan 

tujuan , tindakan dan sasaran lebih di tingkatkan dengan melakukan koordinasi 

yang baik pada pihak  internal dan eksternal agar tidak terjadi kesulitan akses 

ataupun tidak ingin menggunakan E-Governement dalam meningkatkan 

efektivitas pelayanan berbasis elektronik. 



 

 
 

2. Diharapkan agar dilaukannya sosialisai kembali kepada ASN yang masih 

menggunakan pola pikir lama agar mereka ingin menggunakan Sistem 

pemerintahan Berbasis Elektronik ini, serta melakukan sosialisasi terhadapa 

pengguna SPBE ini bahwa kesulitas akses pada web itu sangat kecil. 

3. Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai agar lebih 

meningkatkan lagi kinerja dalam sumber daya manusia, agar tidak terjadi 

hambatan dan kendala dalam meningkatkan efektivitas pelayanan berbasis 

elektronik.. 

4. Diharapkan agar pemerintah Kabuapten Serdang Bedagai tetap melaksanakan 

monitoring terhadap web pelayanan yang di gunakan pada SPBE. 

5. Diharapkan agar pemerintah kota meningkatkan informasi pelayanan dengan 

mengupdate informasi terbaru pada setiap dinas yang menggunakan SPBE. 

6. Diharapkan peningkatan pengupdate tan data/ aplikasi pelyanan berbasis 

elektronik sesuai dengan data baru, dan mudah di akses 
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